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Abstract 
This research is focused on organizational management training activities so that organizations in the city of 
Denpasar can be actively involved in accordance with their functions, namely engage in the development 
participation. This research was carried out by organizing organizational management training which was 
attended by 38 mass organizations in the city of Denpasar. The results are the understanding of the concept of 
organizational management and organizational establishment requirements that are in accordance with the 
policy/regulations of the government system of Indonesia and the regional government by organizations in 
Denpasar, understanding the processes and mechanisms contained in organizational institutional management, 
understanding the importance of the organization’s role active in development participation in the city of 
Denpasar, the realization of effective communication between community organizations and the government in 
order to create good synergy related to development participation and community organizations are expected 
to be able to improve life skills, ability and professionalism in running the wheels of the organization. In 
addition, it is hoped that there will be synergy between community organization and the government, especially 
in the field of disaster preparedness, where community organization are able to become the foremost pioneers 
in disaster management with the government. 
Keywords: Community Organization; Development participation; Organization management 
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I. PENDAHULUAN 
Partisipasi warga negara sebagai wujud tumbuhnya penegakkan HAM di satu sisi dan 
suburnya proses demokratisasi di lain sisi, yang kedua sisi ini pada prakteknya saling 
memprasyaratkan satu sama lain. Partisipasi warganegara itudapat diwujudkan dalam bentuk 
organisasi-organisasi masyarakat yang dibentuknya sendiri, yang pada umumnya secara internasional 
dikenal dengan istilah non-governmental organizations (NGO’s). Di Indonesia, NGO’s lebih dikenal 
dan biasa diterjemahkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). 
Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung 
jawab pemerintah dalam menanggulangi berbagai masalah sosial yang terdapat di masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya 
adalah organisasi masyarakat (Mulyadi, 2012). Dalam perkembangannya, Ormas (Organisasi 
Kemasyarakatan) di Indonesia mengalami kehidupan secara pasang-surut, yang lebih banyak sebagai 
akibat dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa 
dimasanya masing-masing. Dalam UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU8/1985) terdapat 
peraturan yang sudah tidak bersubstansi atau tidak sesuai dengan tuntutan/semangat reformasi, di 
antaranya Pertama, kewajiban bagi Ormas dan LSM untuk berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya 
asas. Kedua, kewenangan pemerintah (khususnya Departemen Dalam Negeri) untuk bertindak selaku 
Pembina Ormas dan LSM. Ketiga, Ormas dan LSM wajib terdaftar pada Ditjen Politik untuk di 
tingkat Pusat atau pada Ditsospol (Kantor Sospol) untuk di tingkat Propinsi (Kabupaten/Kotamadya), 
yang ketiga lembaga ini berada pada struktur organisasi Departemen Dalam Negeri. Keempat, dalam 
prakteknya Ormas dan LSM begitu sangat berkepentingan dan bergantung pada ikatan afiliasi dengan 
Partai Politik. Dalam pengaturannya lebih lanjut secara rinci, UU ini dilengkapi oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. 
Peran Organisasi masyarakat (Ormas) sangat menentukan arah demokrasi diIndonesia. Ormas-
ormas yang mewakili berbagai kepentingan dan kelompok tersebutbisa dikatakan sebagai miniature 
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dari keberagaman luas dalam masyarakat Indonesia dan merupakan tombak ujung tombak peran 
masyarakat dalam Negara (Prameswari, 2015). Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga 
stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok 
masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya 
kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan 
Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka (Herdiansah, 2016). Dalam perkembangannya 
belakangan ini, banyak ditemukan oknum dari anggota ormas khususnya di Kota Denpasar yang 
melakukan aksi premanisme mulai dari pemalakan terhadap pedagang pedagang lokal dengan alasan 
untuk biaya keamanan, bahkan sampai ada sebagai penggerak demo yang menentang kebijakan 
pemerintah. Aksi tersebut telah menyimpang dari fungsi ormas sebagaimana disebutkan ditas, 
menurut (Daeli, 2012) faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan peran LSM/ormas, antara 
lain: mencari motif keuntungan; ketiadaan sumber dana dan rendahnya pro-fesionalisme; ideologi 
yang tidak jelas; dan regulasi yang belum ada. Menjamurnya ormas yang berbasiskan keamanan di 
Kota Denpasar hampir setiap tahun meningkat, bahkan hampir setiap desa memiliki minimal 2 
ormas.  
Berbagai reaksi timbul di masyarakat mulai dari kecemasan bahkan rasa jengkel yang timbul 
akibat perilaku dari oknum ormas, mulai dari melakukan pemalakan, kemudian aksi perkelahian, 
serta seringnya menimbulkan kemacetan akibat dari konvoi yang dilakukan anggota ormas tersebut. 
Di era pemilukada Bali 2018 ini pun, banyak sekali ormas yang terjun langsung ke dunia politik, 
seolah olah menjadi sayap parpol untuk mensukseskan pasangan kandidat yang mereka usung, mulai 
dari kampanye yang sebagian besar mengerahkan pria-pria berbadan tegap dan besar yang cenderung 
menimbulkan keresahan di masyarakat. 
Dari berbagai kejadian (bentrokan antar ormas) inilah pemerintah perlu mengevaluasi tentang 
keberadaan ormas yang ada di Bali yang memang masih belum memiliki visi misi yang jelas dalam 
organisasinya. Berdasarkan data dari Kesbangpolinmas Kota Denpasar, tercatat hanya 84 ormas yang 
terdaftar di instansi tersebut, sungguh bertolak belakang dengan hasil yang ada dilapangan bahkan 
menyentuh 200 Ormas lebih yang ada di Kota Denpasar. Untuk saat ini dari pihak Kesbangpolinmas 
Kota Denpasar sudah melakukan pendataan dengan sistem menjemput bola dengan mendekati ormas 
ormas yang bersangkutan, serta diberikan surat permakluman tentang syarat-syarat didirikannya 
ormas sesuai dengan peraturan perundang undangan. Data di atas, dapat dijadikan pemahaman untuk 
dikaji secara mendalam, yaitu adakah hal tersebut lebih disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari 
pemerintah tentang izin pendirian ormas serta lemahnya sistem rekrutmen ormas serta pembinaannya 
terhadap para anggota tentang partisipasi ormas dalam pembangunan di Kota Denpasar. 
Penelitian tentang Kelembagaan Organisasi Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi 
Pembangunan Bagi Organisasi Masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya. (Arianto, 2017) 
menyatakan jika suatu negara ingin maju dan berkembang, pemerintah harus menjadikan NGO 
sebagai partner atau mitra yang harus diutamakan dalam setiap pengambilan kebijakan. Bukan 
sebaliknya, NGO sebagai momok yang harus disingkirkan oleh pemerintah. Penelitian (Mursitama, 
2011) menyatakan Melalui ormas secara kelembagaan diharapkan masyarakat dapat mengaktualisasi 
diri dan berperan serta secara aktif dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin 
keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin 
tercapainya tujuan nasional. 
Berdasarkan pendahuluan diatas, tim kami sangat tertarik dalam mengangkat masalah ini, di 
samping karena menyangkut persoalan organisasi dan keamanan yang merupakan benteng awal dari 
pariwisata Bali dalam menjaga situasi keamanan di Bali tetap kondusif disisi lain juga adanya 
kekhawatiran dari sebagian masyarakat tentang kecendrungan dari perilaku anggota ormas yang 
apabila tidak terkontrol dengan baik aksi premanisme dan kecendrungan ingin menguasai sektor 
penting di masyarakat. Menurut tim kami, perlu adanya pelatihan managemen kelembagaan 
organisasi agar setiap ormas yang ada di Kota Denpasar mampu berperan serta secara aktif dalam 
kegiatan partisipasi pembangunan di Kota Denpasar. 
II. METODE 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, 
dan inventarisasi data sekunder. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang didapat 
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sebagai pelengkap maupun pendukung untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal dan sesuai 
dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Proses persiapan untuk kegiatan pengabdian pada 
masyarakat ini yaitu kerjasama dan membangun komunikasi, baik antara sesama tim maupun tim 
dengan pemangku lintas kepentingan. 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Situasi Mitra Program 
Kehadiran ormas di Bali khususnya di Kota Denpasar, merupakan bentuk dari perwujudan 
masyarakat Denpasar yang ingin membentuk suatu wadah bersama dengan tujuan sejalan sebagai 
wujud kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah diatur oleh Undang-Undang. Berbicara 
mengenai ormas yang ada di Bali khususnya di Kota Denpasar, sebagian masyarakat menyebutkan 3 
ormas terbesar yang ada di Bali seperti Laskar Bali, Baladika Bali serta Pemuda Bali Bersatu. 
Menurut data memang ketiga ormas ini merupakan ormas yang memiliki anggota terbanyak dan 
tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Bali. Menurut Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota 
Denpasar, Drs. I Komang Sugiarta, M.Si. Keberadaan ormas yang ada di Denpasar secara 
administrasi masih banyak yang belum terdaftar di Kantor Kesbangpol Provinsi maupun kota 
Denpasar. Ormas yang ada seperti: Laskar Bali, Baladika, Pemuda Bali Bersatu merupakan beberapa 
contoh ormas yang telah terdaftar serta berbadan hukum, sehingga aktivitasnya dapat dimonitoring 
keberadaannya serta kegiatan apa saja yang dilaksanakan. Akan tetapi masih banyak ormas yang 
masih belum terdaftar bahkan jumlahnya mencapai ratusan, yang terdiri dari kelompok interest 
group, komunitas maupun kelompok-kelompok lainnya. 
Ormas yang ada di Kota Denpasar memiliki kecenderungan terjadinya group think. Menurut 
Irvings Janis (1972) group think adalah istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat 
keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan/ opini publik yang sudah nyata buktinya. 
Keputusan kelompok ini datang dari beberapa individu berpengaruh dalam kelompok yang irrasional, 
tetapi berhasil mempengaruhi kelompok menjadi keputusan kelompok. Group think mempengaruhi 
kelompok dengan melakukan aksi-aksi yang tidak masuk akal dan tidak mempedulikan pendapat-
pendapat yang bertentangan di luar kelompok. Hal inilah yang menyebabkan ketakutan masyarakat 
Bali khususnya di Kota Denpasar dan menjauhkan diri dari konflik yang berhubungan dengan ormas 
yang ada.  
Demi terciptanya Kota Denpasar yang aman, nyaman dan kondusif serta berwawasan budaya, 
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah 
melaksanakan monitoring terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kota Denpasar. Hal 
tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986. Disamping itu, juga akan melaksanakan sosialisasi 
undang-undang tersebut sekaligus memantau serta memberikan pembinaan bagi Ormas yang ada, 
baik itu sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Tujuan dari monitoring ini adalah untuk 
mendapatkan informasi yang lengkap tentang Ormas-ormas yang berkembang saat ini di Kota 
Denpasar selain untuk pendataan secara administrasi dengan melengkapi persyaratan-persyaratan 
yang ditentukan. Mengingat tahun 2014 sebagai tahun politik, pemerintah mengajak untuk seluruh 
Ormas yang ada di Kota Denpasar untuk ikut berpartisipasi dan bersinergi kepada Pemerintah daerah 
dalam melaksanakan pengamanan. Kegiatan monitoring ini melibatkan pihak Kepolisian, Kodim 
1611 Badung, Camat se- Denpasar, serta Instansi yang terkait lainnya. 
Untuk memberdayakan Ormas yang ada agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kota 
Denpasar, strategi awal yakni dengan melakukan pendekatan-pedekatan ataupun silaturahmi 
langsung, sehingga ada saling pengertian untuk proses ikut menciptakan keamanan, kenyamanan, di 
lingkungan masyarakat, karena mereka itu juga merupakan elemen bangsa. “Wajib hukumnya 
Pemerintah daerah ikut  mendidik, mengayomi, dan membina. Selebihnya, berharap terkait fakta 
dilapangan pada tahun 2013 hingga awal 2016 dengan adanya benturan-benturan yang melibatkan 
Ormas serta masa yang cukup banyak, untuk itu Kesbangpol selaku pembina Ormas mencoba untuk 
membangkitkan kesadaran menyama beraya sebagai sebuah kesatuan untuk bisa meminimalisir 
terjadinya kejadian-kejadian seperti itu, dan menjadikan paradigma itu sebagai sebuah kebersamaan 
didalam sebuah proses pembangunan. 
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Pelaksanaan Kegiatan 
Hasil dari kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema 
“Pelatihan Managemen Kelembagaan Organisasi Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi 
Pembangunan Bagi Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Denpasar” dari mitra program yakni 
Badan Kesbangpolinmas Kota Denpasar berjalan dengan baik dan lancar dengan runtutan acara 
sebagai berikut:  
Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari pihak Walikota Denpasar yang dalam 
kesempatan ini diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Denpasar yakni Bapak Drs. I 
Komang Sugiartha, M.Si. Dalam sambutannya Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Denpasar 
mengapresiasi adanya kegiatan yang diinisiasi oleh tim Pengabdian Masyarakat Fisip Universitas 
Warmadewa. Setelah sambutan dari Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Denpasar, kegiatan 
dilanjutkan dengan penyampaian post test kepada seluruh peserta. Penyampaian post test dilakukan 
untuk mengetahui pengetahuan para peserta terhadap tema kegiatan yang hendak dilaksanakan. 
Selanjutnya dilakukan pemaparan materi dari para pemateri (tim pengabdian masyarakat Fisip 
Unwar) yang sudah disusun sebelumnya. Penyampaian materi dilakukan secara panel dengan skema 
penyampaian yang bergantian materi dapat disampaikan secara tuntas. Adapun pemateri dalam 
pelatihan ini diantaranya: 
1. Drs. I Komang Sugiartha, M.Si (Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Denpasar) mengangkat 
tema tentang “Kerangka Legislasi Organisasi Masyarakat (Pokok-Pokok Pikiran Perubahan 
Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. 
2. I Made Wimas Candranegara, S.Sos.,M.AP (Dosen Fisip Universitas Warmadewa sekaligus ketua 
tim pengabdian masyarakat) mengangkat tema tentang “Mewujudkan Komunikasi Aktif antara 
Organisasi Masyarakat dengan Pemerintah”. 
3. Drs. I Nyoman Semawa, M.M.,M.Si (Sekretaris BPBD Provinsi Bali) mengangkat tema tentang 
“Kebijakan Alokasi Anggaran Untuk Penanggulangan Bencana Tahun 2019 dan Membangun 
Sinergi Tanggap Bencana di Kalangan Ormas sebagai Wujud Partisipasi Pembangunan”. 
Setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab/
diskusi yang dilakukan secara terpadu. Tanya jawab/diskusi berlangsung secara aktif dan antusias. 
Hampir sebagian besar peserta kegiatan menyampaikan pertanyaan atau meminta penjelasan lebih 
mendalam tentang topik diantaranya: 
1. Mengenai bagaimana upaya dan peran ormas saat ini yang ada di Kota Denpasar agar mampu 
meningkatkan partisipasinya dalam kebijakan pembangunan di Kota Denpasar? 
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki oleh ormas sehingga dapat tercatat dan terdaftar di 
Badan Kesbangpolinmas Kota Denpasar sehingga dalam menjalankan organisasinya ormas dapat 
menerima dana bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota Denpasar. 
Setelah sesi tanya jawab/diskusi dilaksanakan dan dianggap telah cukup memuaskan para 
peserta kegiatan maka acara dilanjutkan dengan pemberian post test kepada peserta. Post test dapat 
dilaksanakan secara lancar dan dijalankan dengan penuh antusias. Post Test ini bermanfaat untuk 
melihat perubahan pengetahuan yang terjadi pada peserta kegiatan. Pada akhirnya setelah post test 
selesai dilaksanakan, maka kegiatan ditutup oleh Ketua Kordinator Kegiatan Pengabdian Pada 
Masyarakat. Dari pengamatan dan analisis skoring serta secara kualitatif maka dapat dikatakan 
bahwa telah lebih dikuasainya pengetahuan tentang manajemen kelembagaan organisasi guna 
meningkatkan partisipasi pembangunan organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kota Denpasar. 
Dalam kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 38 organisasi masyarakat yang ada di kota Denpasar. 
Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa faktor pendukung dan 
penghambat yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat itu. Faktor pendukung itu adalah adanya gairah dan ekspektasi dari para peserta kegiatan 
untuk mengikuti kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut, memudahkan pemateri untuk 
melakukan pengembangan kapasitas pengetahuan pada masing-masing mereka. Selain itu, diketahui 
juga adanya faktor penghambat yang perlu diantisipasi jika hendak melaksanakan kegiatan serupa 
pada masa yang akan datang. Diantaranya adalah belum dapat dilaksanakannya kegiatan yang lebih 
teknis dalam bentuk tutorial kepada para peserta. Adanya kegiatan tutorial yang lebih teknis 
sebenarnya dapat lebih mampu meningkatkan kemampuan praktis yang semestinya memang dimiliki 
oleh para aparatur desa. 
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IV. SIMPULAN 
Berdasarkan analisis terhadap kegiatan yang dilakukan, dengan diadakannya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dengan tema: “Pelatihan Managemen 
Kelembagaan Organisasi Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Pembangunan Bagi Organisasi 
Masyarakat (Ormas) di Kota Denpasar” maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dipahaminya konsep Manajemen Kelembagaan Organisasi dan Syarat Pendirian Ormas yang 
sesuai juga dengan kebijakan/ tata aturan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Daerah oleh 
Ormas yang ada di Kota Denpasar. 
2. Dipahaminya proses dan mekanisme yang terkandung di dalam Manajemen Kelembagaan 
Organisasi oleh Ormas yang ada di Kota Denpasar. 
3. Dipahaminya pentingnya peran aktif Ormas dalam Partisipasi pembangunan di Kota Denpasar.  
4. Terwujudnya komunikasi efektif antara Organisasi Masyarakat dengan Pemerintah guna 
mewujudkan sinergisitas yang baik terkait dengan partisipasi pembangunan. 
5. Organisasi Masyarakat mampu meningkatkan Ketrampilan Hidup, Kecakapan dan 
Profesionalisme dalam menjalankan roda organisasinya. 
6. Adanya sinergi antara ormas dengan pemerintah khususnya di bidang siaga bencana, dimana 
ormas mampu menjadi pionir terdepan dalam penanggulangan bencana bersama pemerintah. 
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